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Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai, Kecamatan 
Sinjai Timur, kabupaten Sinjai”. Terdapat tiga sub masalah yakni: 1) Bagaimana Konsep 
Keadilan dalam Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?, 2) Bagaimana dampak 
Pernikahan Poligami dalam Lingkungan Keluarga?, 3) Bagaimana Persepsi Tokoh 
Masyarakat tentang Keadilan dalam Poligami di Desa Sanjai?. Berdasarkan data hasil analisis 
dapat disimpulakan bahwa konsep keadilan dalam poligami menurut kompilasi hukum islam 
dan pandangan Tokoh Mayarakat adalah poligami tidak hanya susah dijalani, namun poligami 
lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada kebaikan, karena poligami merupakan 
suatu perkawinan yang banyak di tentang oleh pihak perempuan di sebabkan hanya akan 
merugikan kehidupan keluarga yang menjalankan poligami, susahnya tercipta kehidupan yang 
harmonis karena manusia pada dasarnya selalu serba kekurangan. Adil sangatlah sulit untuk 
di jalankan oleh pelaku poligami, karena pelaku poligami itu sendiri hanya mencari kesenagan 
duniawi semata. Selai itu didalam hukum islam memperbolehkan untuk melakukan 
pernikahan poligami, namun dalam prakteknya menyertakan persyaratan berpoligami harus 
bersikap adil terhadap isterinya dan menempatkan adil itu sesuai dengan porsinya masing-
masing. 
Kata Kunci: Pernikahan Poligami, Bawa Tangan (Sirri), Masyarakat Desa Sanjai 
Abstract 
The main problem in this research is "The Concept of Justice in Polygamy According to the 
Compilation of Islamic Law (KHI) and the Views of Community Leaders in Sanjai Village, 
East Sinjai District, Sinjai Regency". There are three sub-problems, namely: 1) What is the 
Concept of Justice in Polygamy according to the Compilation of Islamic Law (KHI) ?, 2) How 
is the impact of Polygamy Marriage in the Family Environment? Based on the data from the 
analysis, it can be concluded that the concept of justice in polygamy according to the 
compilation of Islamic law and the views of community leaders is that polygamy is not only 
difficult to live up to, but polygamy contains more harm than good, because polygamy is a 
marriage that many women cause it will only be detrimental to the life of a family that 
practices polygamy, it is difficult to create a harmonious life because humans are basically 
always lacking. Fairness is very difficult for polygamists to carry out, because polygamists 
themselves are only looking for worldly pleasures. That jam in Islamic law allows for 
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polygamous marriages, but in practice it includes the requirements for polygamy to be fair to 
their wives and to place justice in accordance with their respective portions. 
Keywords: Polygamous marriage, Bring Hands (Sirri), Sanjai Village Community 
 
 
A. Pendahuluan  
Pernikahan merupakan sunnatullah dan hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua 
makhluk termasuk manusia. Dengan pernikahan ini manusia dapat mempunyai 
keturunan sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah setiap pasangan siap 
melakukan peranannya dalam keluarganya dan mewujudkan semua tujuan pernikahan.  
Poligami secara etomologi berarti perkawinan dilakukan lebih dari sekali, atau suatu 
perkawinan yang lebih dari seorang isteri.1 Poligami adalah sistem pernikahan dimana 
laki-laki dapat mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang relatif bersamaan, 
pada dasarnya hal tersebut sering disebut poligami. Poligami menurut bahasa Indonesia 
adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini lebih dari satu lawan 
jenisnya di waktu yang bersamaan. 
Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi menjadi (tiga) 3 kelompok, 
yaitu: pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas 
ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka 
yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. 
Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, 
sebagaimna ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat 
dari fakta historis bahwa Rasulullah Sallalahualaihi wasallam melakukan praktek 
poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) 
sebagaimana dilakukan Rasulullah2. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa 
poligami adalah bukti bahwa ajara islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif 
terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki 
sandara normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk 
 
1 Humaidin Tatapangarsan, Hakikat Poligami dalam Islam, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), h. 2.   
2iMuhammad Shahru, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan 
Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 426. 
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menyelesaikan fenomenah selingkuh dan prostitusi. 3 
 
B. Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini, Penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada 
analisis proses berfikir induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, 
dan selalu menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan perspektif diatas, penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan, di mana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan 
data dari informasi yang terekam. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 
penelitian di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.  
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
desain pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil 
penelitian di peroleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga 
dapat disimpulkan sebagaimana adanya dan dalam penelitian ini peneliti juga 
menggunakan pendekatan syar’I yaitu pendekatan yang menelusuri syariat islam seperti 
Al-Qur’an, Hadis, Ijma dan Fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas. 
Sebagai alat pengumpulan data, observasi yang dimaksud ialah yang dilakukan secara 
sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Serta mengamati keadaan yang 
sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau 
memanipulasinya.4    
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Makna Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Istilah hukum islam sering di identikkan dengan syariat dan fiqh. Kedua istilah ini 
di lihat dari asal usulnya sama-sama berdasarkan al qur’an dan hadis. Namun bila 
dilihat dari metodologinya mempunyai perbedaan yang signifikat. Syariat adalah 
 
3 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam diIndonesia (Jakarta: Kencana, 
2004), h. 156. 
4 S. Nasution, Metode Research (Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.  
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“al-nushus al-muqaddasah” (nas-nas hukum atau norma-norma hukum yang 
tertulis) dalam wahyu Allah dan As-Sunnah al-mutawattirah yang sama sekali 
belum atau tidak tercampuri oleh daya nalar manusia sehingga ia tetap dan tidak 
bisa berubah dan tidak boleh diubah karena ia sebagai wahyu Allah. 
Adapun fiqh adalah pemahaman atau hasil pengembangan interpretasi nalar 
manusia (ijetihat mujtahid) dari syariat (Al-Qur’an dan Hadis) sehingga ia bisa 
merubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas daya nalar mujetahid dan 
perkembangan zaman. Sedangkan hukum islam meliputi norma-norma hukum yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis (wahyu Allah) yang belum melibatkan daya 
nalar manusia dan norma-norma hukum yang dihasilkan oleh daya nalar manusia 
(fiqh ijtihadi) sebagai hasil perkembangan pemahaman Al Qur’an dan Hadis yang 
disesuaikan dengan tingkat kemampuan daya nalar manusia.5 
Berangkat dari pemikiran di atas, menjadi jelas perbedaan antara syariat dengan 
fiqh. Syariat adalah wahyu itu sendiri yang belum tercampur oleh daya nalar 
manusia. Oleh sebab itu ia bersifat tsubut (tetap) dan tidak berubah. Sementara fiqh 
adalah hasil dari proses penalaran (pemahaman) mujtahid terhadap wahyu. Karena 
itu, ia bersifat tathawur  (berkembang), berfariasi sesuai dengan tingkat 
kemampuan daya nalar mujtahid. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum islam lebih luas dari syariat dan 
fiqh. Hukum islam sebagai wahyu Allah (belum tercampuri daya nalar manusia) 
dalam keterpadua dua sifat ini (dimensi) inilah hukum islam bisa bertahan 
sepanjang masa dan berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi 
sosial. 
Al Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 3 menegaskan syarat suami yang berpoligami 
wajib berlaku adil terhadap istri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, 
dalam hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli 
hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dimaksud berlaku adil 
 
5 H. A. Jazuli, Ilmu Fikih (Jakarta: Kencana, 2005), h. 4-5. 
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atau makna keadilan sebagai syarat poligami. 
Imam syafi’i as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para isteri, 
menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik misalnya mengunjungi 
isteri di malam atau di siang hari.6 Seorang suami yang hendak berpoligami 
menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana 
yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. 
Kedua, harus memperlakuakan semua isterinya dangan adil. Tiap isteri harus di 
perlakukan sama dalam memenuhi hak perkawianan serta hak-hak lain. 
Persyaratan demikian nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang 
cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya 
mencangkup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyyah dan 
orang-orang yang setuju dengannya, di turunkan keadilan fisik atau materil saja. 
Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mecoba menggali hikmah-hikmah yang 
tujuannya melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. 
Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderumng memahami keadilan secara 
kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh  berpendapat 
lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur’an adalah keadilan yang besifat kualitatif 
seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa di ukur dengan 
angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan: “jika kamu sekalian khawatir tidak bisa 
berlaku adil, maka kawinilah satu isteri saja” (QS. An-Nisa : 3). Muhammad Abduh 
menjelaskan apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, 
rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah 
tangga tersebut. Sejatihnya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga 
adalah keseluruhan dan saling menyayangi antara anggota keluarga.7  
Mayoritas ulama fiqh (ahli Hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kulitatif 
adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdulrrahman al-Jaziri 
menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang 
 
6 Khaeruddin Nasution, Riba dan Poligami (Jakarta: Tiara, 1996), h. 105. 
7 Ali Ahmad Jarjawi, Pembebasan Perempuan (Jakarta : Darul Fallah, 2007), h. 10-11.  
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di antara istri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami 
karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi 
kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar, 
jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain 
dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.8  
M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surah An-
Nisa bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 129 : 
ْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة ۚ َوإِْن َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم ۖ فَََل تَِميلُوا ُكلَّ اْلمَ 
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما  { 129}  تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ َّللاَّ
Terjemahnya: 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 
kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampuang lagi maha 
penyayang”. (Q.S An-Nisa;129)9 
Keadilan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial 
(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh 
sebab itu suami yang berpoligami di tuntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan 
kelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat 
menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat pintu poligami.10 
Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna keadilan dalam perkawinan 
poligami, dapat dirumuskan bahwa bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam 
perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan 
lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa 
dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif 
 
8 Abdurrahman, KHI (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 239.n 
9 Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemahannya, h.61 
10 M. Quraisy Syihab, Wawasan Al-Qur’an (Jakarta : Mizan, 1999), h. 201. 
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seperti cinta, kasi sayang, makna poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak 
mungkin dilaksanakan. 
 
2. Dampak Pernikahan Poligami Terhadap Lingkungan Keluarga 
Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan atau 
pengaruh yang mendatangkan akibat baik bersifat positif maupun negatif. Pengaruh 
yang dimksud adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) 
yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga 
merupakan suatu keadaan yang mendatangkan hubungan timbal balik atau 
hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.11 
Secara umum pada dasarnya orang yang melakukan poligami karna mengikuti 
hawa nafsunya, bahkan di antara mereka ada yang melakukan karna keinginanya 
sendiri tampa sepengetahuan istri pertama (melakukan pernikahan sirih dengan istri 
ke dua) dan tidak memikirkan dampak yang dapat di timbulkan ketika melakukan 
poligami. Meskipun poligami itu sendiri mempunyai beberapa persyaratan lain 
yang telah ditetapkan oleh islam hukum yang ada di indonesia. 
Oleh karena itu, penulis mencari sumber primer di Desa Sanjai yang salah satu 
masyarakatnya melakukan praktik poligami, dari hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan  jumlah kasus poligami yang menjadi sumber primer dan telah berhasil di 
wawancarai dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) kasus. Pertama, Abidin, 38 tahun 
bekerja sebagai Nelayan, agama islam. Dalam pengakuannya, Abidin melakukan 
poligami selama kurang lebih 8 tahun dan dia memiliki 2 (dua) orang isteri. Isteri 
yang pertama di nikahi secara Sah dan menurut undang-undang. Sedangkan 
pernikahan selanjutnya dilakukan secara sirri (pernikahan di bawah tangan).12 
Alasan abidin melakukan poligami, karena sudah menjadi takdir yang telah di 
gariskan katanya. Sedangkan menurut isteri pertamanya mengatakan bahwa dia 
 
11 W. Js Purdawarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Depdikbud, 1976), h. 25. 
12 Abidin (38 tahun), Nelayan, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
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merelakan dirinya untuk di madu oleh suaminya karena waktu itu mereka saling 
berjauhan. Saat itu suaminya yang bekerja di kalimantan dan dia berada di sinjai, 
sedangkan kebutuhan biologis suaminya tidak dapat di penuhi maka suaminya 
melakukan pernikahan kembali di perantauannya. 
Hubungan antara isteri kedua dengan isteri pertama tergolong harmonis. Hal ini 
terbukti bahwa di antara mereka (isteri pertama) tidak pernah merasa irih satu sama 
lain dengan isteri ke dua dan begitupun sebaliknya kata isteri , baik berupa giliran 
dan masalah nafkah semua di berikan hak masing-masing tampa membedakannya. 
Kedua, Adi, 42 tahun, wiraswasta, agama islam. Dari pengakuan adi dia melakukan 
poligami sudah lebih dari 10 tahun lebih dan memiliki dua orang isteri. Isteri 
pertama di nikahi secara sah dan isteri ke dua di nikahi secara sirri (nikah dibawah 
tangan) meski tidak mendapat restu dari isteri pertama.13 Kedua isterinya tinggal 
terpisah. Sama halnya dengan responden di atas, satu di nikahi di malaysia dan satu 
di sinjai. Pernikahan kedua Adi tidak di ketahui oleh isteri pertamanya, karena pada 
awalnya mereka terjadi cekcok sebelum Adi ke Maleysia. Saat itu isteri pertama 
Adi tidak mengizinkan untuk pergi merantau karena pada saat itu dia lagi hamil 
namun karna himpitan ekonomi akhirnya Adi tetap ngotot untuk berangkat 
akhirnya mereka tidak ada komunikasi kembali, diluar dugaan ternyata Adi ini 
melakukan pernikahan di sana tanpa sepengetahuan istrinya. Di sini istri 
pertamanya merasa kecewa dengan sikap suaminya dan sempat berfikir untuk cerai 
namun dia mengiklaskan semua yang telah terjadi di lain hal dia juga sedang hamil 
muda dan tak mungkin untuk bercerai dengan suaminya.  
Namun hubungan dengan istri keduanya tergolong harmonis karna mereka biasa 
komunikasi satu sama lain. Sedangkan dalam pemberian nafkah untuk keduanya 
cukup adil dari segi nafkah batin namun dari segi lahiria bisa tidak adil karna di lain 
hal keduanya berjauhan dengan jarak yang begitu jauh. 
Ketiga, lala, 48 tahun pekerjaan wiraswasta, dan beragama islam. Dari 
 
13 Adi (42 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
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pengakuannya dia melakuka poligami kurang lebih 20 tahun, dan memiliki 3 orang 
isteri namun diantara ketiganya Cuma isteri pertama yang di nikahi secara agama 
dan undang-undang selebihnya di nikahi secara sirri atau nikah di bawah tangan.14 
Tidak beda jauh dengan sebelunya pernikahan keduanya hanya berjarak 5 tahun 
dari isteri pertamanya, dan isteri ke tiganya bedah 3 tahun dari isteri ke duanya. 
Lala mengakui bahwa penikahannya dengan isteri kedua dan ketiganya dilakukan 
karna nafsu semata, karna waktu itu lala seorang pekerja yang berpindah-pindah 
tempat karena jauh dari isterinya makanya setiap pindah melakukan pernikahan. 
Namun kata isteri pertamanya dia tidak mempermasalahkan suaminya menikah 
dengan wanita siapa karna dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya dan 
tidak bisa mengikuti suaminya pergi. Namun yang di tekankan olehnya hanya 
bersikap adil terhadap semua isterinya dan anak-anaknya baik dalam lahiria dan 
batinia.  
Berdasarkan tiga data di atas dapat di simpulkan bahwa realita yang terjadi di 
tengah masyarakat Desa Sanjai bahwa pernikahan pelaku poligami di lakukan 
secara sirri atau di bawah tangan. Artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa 
mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menagani 
masalah perkawinan bagi yang beragama islam. Padahal jika mereka meminta izin 
kepada pengadilan agama sebelum dilaksankan poligami tentu akan sulit untuk 
mendapatkan izin tersebut jika alasan dan syarat yang di tentukan tidak terpenuhi.  
Berikut beberapa dampak yang dapat di timbulkan ketika melakukan poligami 
secara sirri. Karena setiap perbuatan tentunya akan menimbulkan suatu dampak, 
yang baik berupa dampak positif maupun yang tidak baik berupa dampak negatif. 
Adapun dampaknya sebagai berikut: 
a. Terjadinya kasus pernikahan di bawah tangan (perkawinan yang tidak di 
catatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga 
perkawinan di anggap tidak sah menurut negara walaupun sah menurut agama. 
Setidaknya akan menambah jumlah kasus perkawinan di bawa tangan. 
 
14 Lala (48 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum  
Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai 
 
Sinar Alam, A. Qadir Gassing, Muh. Saleh Ridwan 
 
QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 | 969 
b. Konsekuensi dari perkawinan di bawah tangan, akan memunculkan kasus 
perceraian di bawah tangan pula. Karena, jika rumah tangga sering terjadi 
konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah 
perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak 
memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di 
Pengadilan Agama harus menyertakan buku (akta) nika sebagai bukti bahwa 
mereka dahulu menikah secara resmi. 
c. Akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut tidak bisa menikah lagi secara 
resmi menurut ketentuan pemerintah karena dari perceraian yang mereka 
lakukan tidak ada surat bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan 
perceraian di Pengadilan Agama, sehingga pada akhirnya mereka menikah 
kembali dengan cara di bawah tangan. 
d. Berkenaan dengan pembuatan akta kelahiran anak, jika mereka memiliki anak 
dari pernikahan di bawah tangan, untuk membuat akta kelahiran anak di 
butuhkan pula akta nikah orang tua dari anak tersebut. 
e. Dampak yang dapat di timbulkan jika poligami di bawa tangan (sirri) akan 
merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan, tetapi bagi pelaku yang 
berpoligami secara resmi tidak akan terjadi hal-hal sebagai tersebut di atas15.   
 
3. Persepsi Tokoh Masyarakat tentang Keadilan dalam Poligami di Desa Sanjai 
Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan atau 
pengaruh yang mendatangkan akibat baik bersifat Pernikahan poligami masih 
menjadi perdebatan umum di tengah masyarakat, karena poligami di hubungkan 
dengan budaya Islam bahkan sunna nabi. Poligami sendiri di perbolehkan dalam 
Islam tetapi ada beberapa persyaratan yang di tetapkan oleh syariat agama yang 
mesti terpenuhi bitupun juga dengan  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
 
15 R Rosmawati, “Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah (Studi Kasus di Desa 
Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”, Disertasi (Makassar: UIN Alauddin, 2018). 
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1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mesti terpenuhi.16.  
Seperti tanggapan beberapa orang yang berpendapat mengenai poligami, yaitu 
bahwa poligami di perbolehkan dan merupakan sesuatu yang baik di lakukan dalam 
pernikahan  asal terpenuhi syarat yang telah di tetapkan, poligami merupakan salah 
satu jalan keluar dalam pernikahan lebih dari satu dalam islam, bagi suami yang 
memiliki istri namun istri tidak cakap dalam memenuhi hak dan kewajibannya 
sebagai isteri. 
Sebagian besar responden mengatakan setuju dengan adanya poligami, tetapi ada 
juga sebagian kecil responden yang mengatakan tidak setuju dengan adanya 
poligami tersebut. seperti salah satu responden yang tidak menyetujui dengan 
adanya poligami yaitu bapak H. Muhammad Alwi selaku Imam Desa Sanjai 
Mengatakan, sebenarnya poligami itu tidak bisa di lakukan, karna siapa pun wanita 
itu sejatihnya tidak mau di madu, karna mengacu pada surah An-Nisa ayat 3 bahwa 
menikahlah sampai 2, 3 dan 4 tetapi jika tidak mampu maka cukup satu saja, dan 
saya melihat bahwa setiap penikahan poligami itu tidak pernah ada rasa keadilan di 
dalamnya yang di terimah oleh isterinya.17 Kita melihat juga contoh yang 
melakukan poligami biasanya suami cenderum ke isteri mudanya dari pada istri 
pertamanya, di sini kita dapat melihat bahwa adil dalam poligami itu sangat sulit 
untuk dilakukan oleh suami.  
Beliau antara setuju dan tidak dengan poligami, karena secara umum bahwasnya 
poligami itu bertujuan untuk memperbaiki dan meninggikan derajat bagi seorang 
perempuan, tetapi  poligami yang dilakukan untuk saat ini hanya karna kesenangan 
hawa nafsu semata bukan karna tujuan untuk meninggikan derajat seorang 
perempuan. Kemudian laki-laki yang melakukan poligami biasanya tidak bisa 
berlaku adil juga seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa kebanyakan laki-laki 
yang melakukan poligami mereka memandang fisik semata dan mudah terhasut 
 
16 M. S. Ridwan, Poligami dalam hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, 2011. 
17 H. Muhammad Alwi (51 tahun), Imam Desa Sanjai, Wawancara, Sinjai, 17 Oktober 2020. 
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oleh isteri yang lebih mudah. Poligami hanya akan merugikan pihak laki-laki saja, 
di lain hal bahwa kebanyakan juga melakukan poligami dengan nikah sirri (nikah 
dibawah tangan) sehingga dapat berakibat fatal untuk generasinya.   
Menurut bapak Muhammad Idris selaku Imam Dusun Dumme mengatakan, beliau 
setuju dengan poligami, selama itu dilakukan sesuai dengan agama dan undang-
undang yang berlaku, karna Al-Qur’an sendiri tidak melarang untuk menikah 
sampai batas empat orang isteri. Tapi yang perlu saya sampaikan melakukan 
poligami jangan karna  hanya untuk kesenangan semata, tetapi harus memiliki 
alasan yang tepat untuk melakukan poligami, seperti isteri dalam keadaan mandul 
atau isteri tidak cakap dalam mengurus rumah tangga. Poligami sendiri pada 
dasarnya dilakukan untuk merubah dan membawa manfaat bagi perempuan seperti 
dampak mudhorof, sebab dalam poligami tidak bisa dipungkiri orang yang 
melakukannya pasti ada rasa iri yang timbul, cemburu, mengeluh karena itu 
merupakan sifat manusia. Oleh karena itu seorang suami harus berlaku adil 
terhadap isterinya, namun melakukan keadilan dalam keluarga itu sangat kecil 
kemungkinan. Adil itu digambarkan seperti timbangan yang mesti seimbang atau 
sama rata tanpa membedakan, tapi keadilan hanyalah milik Tuhan, tetapi untuk 
manusia sebagai mahluk yang lemah itu sendiri dapat berlaku adil namun tidak 
maksimal.18 
Konsep adil menurut bapak Idris adalah, harus berus berimbang atau sama rata 
antara kedua bela pihak, adanya rasa keadilan antara kedua belah pihak, meskipun 
dalam melakukan haknya tidak berimbang antara kedua isterinya dan isterinya rela, 
itu sudah cukup untuk dikatakan adil. Seperti isteri pertama yang rela berbagi 
situasi dan kondisi kepada isteri yang lebih mudah, karena isteri tua lebih 
memahami kekurangan yang berada pada dirinya. Berbedah dengan zaman 
rasulullah dulu, mereka melakukan poligami karna untuk menafkahi janda-janda 
yang terlantar dan untuk menghindari anak-anak yatim terlantar di tinggal ayahnya 
 
18 Muhammad Idris (49 tahun), Imam Dusun Dumme, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
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dalam medan peperangan. Berbedah dengan sekaran yang lebih banya melakukan 
poligami karna nafsu semata bukan karna menikahi janda karna kasihan kepada 
anak-anak yatim. 
Menurut bapak mansur selaku Kepala Dusun Bisokeng mengatakan bahwa, 
poligami itu di perbolehkan oleh agama dan tak ada yang melarang, kemudian dari 
undang-undang perkawinan pun juga memperbolehkan asalkan persyaratan untuk 
melakukan poligami itu terpenuhi. Beliau setuju dengan poligami, karena poligami 
merupakan sudah ketetapan Allah dan sudah di jelaskan dalam Al-Qur’an, hanya 
saja bagi mereka yang ingin berpoligami harus bisa mengukur diri, seperti dalam 
nafkah zahir, apakah mempunyai kemampuan atau tidak (materil), bukan karna 
hawa nafsu saja. Tetapi apabilah lebih besar mudharatnya dari pada manfaat berarti 
tidak di anjurkan untuk poligami. Poligami sendiri merupakan pemecah masalah 
atau jalan keluar bagi ummat, bagi laki-laki yang menginginkan isteri lebih dari dua 
namun harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam islam dan 
undang-undang perkawinan, sedangkan untuk wanita merupakan jalan keluar untuk 
terhindar dari fitnah.19 
Konsep adil menurut beliau adalah poligami sendiri harus adil dari segala hal, tetapi 
manusia tidak bisa berbuat adil dalam kasih sayang. Konsep Adil dalam poligami 
bisa dilakukan  dalam hal materil, sedangkan dalam kasih sayang tidak bisa 
dilakukan. Rasulullah pun tidak bisa melakukan dalam hati, rasulullah berpoligami 
waktu itu karena untuk membantu para janda, memberi makan janda dan anak 
yatim. Sedangkan pada zaman sekarang sudah sangat berbedah karena pada zaman 
sekarang terdapat beberapa motif salah satunya karena nafsu semata. 
Menurut bapak A. Muhammad Arsal selaku Kepala Desa Sanjai mengatakan 
bahwa, pada dasarnya poligami itu di perbolehkan, meskipun biasanya perempuan 
itu agak berat untuk di madu oleh suaminya. Tetapi di dalam islam sendiri sudah 
membatasi jumlah pernikahan yang di bolehkan yaitu empat, tetapi mesti berlaku 
 
19 Mansur (42 tahun), Kepala Dusun Bisokeng, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
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adil dengan mereka. Bukan melakukan poligami karna semata-mata karna nafsu, 
namun harus betul-betul mengangkat derajat martabat seorang perempuan, untuk 
kesejateraan dan untuk kebahagiaan. Saya rasa itu sah-sah saja.20 
Adil menurut beliau adalah adil yang tidak sama dengan matematika, artinya adil 
tidak mesti harus sama misalnya dua-dua, tiga-tiga atau dalam sebulan isteri mudah 
dua juta dan isteri tua dua juta juga, bukan seperti itu adil. Karena adil dalam 
poligami itu harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaannya. Memang 
konsep keadilan itu sangat-sangat sulit untuk di definisikan atau di jelaskan, tetapi 
bisa dilakukan atau di wujudkan dalam penyusaian situasi dan kondisi selama isteri 
pertama kedua dan seterusnya merasa cukup dan tidak tidak terjadi konflik di antara 
isteri-isterinya. 
Menurut bapak Muh. Rusli selaku Kepala Dusun Kahu-Kahu mengatakan bahwa, 
poligami diperbolehkan dalam islam dan undang-undang perkawinan, namun 
dengan persyartan yang sangat ketat, ini untuk menghindari yang tidak bertanggung 
jawab dalam melakukan poligami itu sendiri. Hikma di dalam poligami itu sendiri 
merupakan jalan keluar dari pernikahan yang tidak sesuai dengan tujuan keluarga, 
contoh seorang isteri yang tidak bisa memberikan keturunan maka seorang suami 
diperbolehkan untuk berpoligami.21 
Untuk adil sendiri di dalam poligami mempunyai macam-macan ukurannya, tidak 
hanya di bagi dua atau dibagi rata, adil disini merupakan pendistribusian antara hak 
dan kewajiban antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Jika seorang 
suami tidak mampu melakukan hal itu di dalam undang-undang maka seorang 
suami tidak boleh melakukan poligami. Berdosa seorang suami apabila tidak 
berlaku adil terhadap isterinya, itu sebabnya kenapa dalam melakukan poligami di 
dalam undang-undang di perketat.  
Tujuan di perketat syarat poligami itu, agar orang-orang tidak semena-mena dalam 
 
20 A. Muhammad Arsal (45 tahun), Kepala Desa Sanjai, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
21 Muh. Rusli (47 tahun), Kepala Dusun Kahu Kahu, Wawancara, Sinjai, 25 September 2020. 
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melakukan poligami, agar tercapainya keadilan di antara isteri-isterinya.22 Adil di 
sini relatif sesuai dengan kemampuannya, bisa  berbagi hari dan waktu bisa pula 
berbagi dalam penghasilan. Karena adil bersifat relatif bukan mutlak. Untuk konsep 
adil itu sendiri dapat dilakukan dalam keluarga yang berpoligami dengan cara 
pemberian hak kepada isteri-isteri dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, 
adil dalam artian sesuai kebutuhan. Zaman sekaran banyak yang melakukan 
poligami tapi bukan karna ibadah, tetapi hanya untuk kesenangan semata, dan 
biasanya poligami dilakukan di bawah tangan. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yang merupakan tokoh 
masyarakat di Desa Sanjai di dapatkan beberapa pendapat yang penulis bahas. 
Dari pertanyaan pertama yaitu apakah tanggapan bapak mengenai poligami, didapat 
jawaban yang beragam, namun dapat ditarik satu kesimpulan bahwa poligami 
merupakan perkawinan yang sah secara agama dan di mata hukum baik dam islam 
maupun undang-undang perkawinan. Tetapi didalam penerapannya harus 
memenuhi persyartan yang telah ditetapkan, salah satunya merupakan izin dari 
isteri pertama karna dari izin isteri pertama agar dapat mendapatkan izin dari 
pengadilan agama. 
Kedua, Tanggapan setuju atau tidaknya poligami, hampir semua responden 
mengatakan setuju dengan adanya poligami, asalkan sesuai dengan ketentuan islam 
dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Tetapi ada satu responde 
mengatakan tidak setuju dengan poligami yaitu bapak H. Muhammad Alwi, dengan 
anggapan bahwa sejatinya perempuan itu tidak mau di madu oleh suaminya 
daripada dengan sebab yang tidak jelas. Selagi isterinya masih menghasilkan 
keturunan dan dapat mengurus rumah tangga saya rasa tidak perlu melakukan 
poligami karna sebagian besar laki-laki sekaran yang melakukan poligami bukan 
karna ibadah namun karna syahwat semata. 
Ketiga mengenai konsep adil, ada banyak tanggapan yang berbeda-beda dari 
 
22 I. Hamdun, & Ridwan M. S. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di 
Kabupaten Gowa”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no.1 (2020): h. 34-39. 
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responde antar bisa dan tidak bisa adil, karena adil yang disebutkan bersifat relatif, 
ada yang beranggapan meraka bisa berlaku adil dalam hal materil namun dalam hal 
cinta dan perasaan tidak bisa di ukur dengan apapun kecuali istrinya merasa cukup 
dengan semua yang di berikan bisa saja adil menurut mereka. 
Keempat mengenai poligami zaman sekaran, responden menanggapi bahwa hampir 
semua hanya menimbulkan mudharat, terkecuali ada sebagian karna ibadah. Namun 
sangat sedikit yang melakukan poligami karna ibadah tetapi hanya untuk memenuhi 




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan status dan 
kedudukan hukum Perkawinan Poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam 
adalah perkawinan yang diperbolehkan dengan catatan suami mampu bertindak adil 
terhadap isteri-isterinya kemudian dapat memenuhi semua syarat yang telah di 
tetapkan oleh pemerintah dan undang-undang perkawinan. perkawinan zaman 
sekaran hanya perkawinan yang mengikuti hawa nafsu bukan karna untuk 
meninggikan derajat seorang perempuan. 
Sistem keadilan dalam poligami menurut Tokoh masyarakat Desa Sanjai adalah 
sangat susah untuk dijalani oleh pelaku poligami karena lebih banyak mengandung 
kemudaratan dari pada kebaikan. Sebab kebanyakan poligami di tentang oleh pihak 
perempuan karna ketidak mau di madu oleh suaminya. Akan sangat Sulit tercipta 
kehidupan yang harmonis dalam keluarga, karena kita selaku manusia pada 
hakekatnya akan selalu merasa serba kekurangan. Keadilan dalam poligami pada 
zaman sekarang sangatlah sulit untuk dijalankan, dikarenakan sebagian besar yang 
melakukan poligami hanya untuk mencari kepuasan duniawi semata. Sedangkan 
sistem keadilan hanya bisa di jalankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallalahu 
Alaihi Wasallam saja, sedangkan kita manusia hanya bisa mendekati kata adil itupun 
hanya dalam hal materil saja. 
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2. Saran 
Kepada para suami yang melakukan poligami agar kiranya untuk memberikan rasa 
keadilan kepada semua isteri-isterinya bukan hanya lebih di perhatikan isteri yang 
mudah namun harus sama rata baik dalam hal duniawi maupun lahiriah. Kepada para 
isteri yang hendak di poligami agar kiranya memberikan persyaratan yang ketat 
kepada suaminya agar tidak terjadi pernikahan selanjutnya karna ini dapat 
berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga yang akan datang . Kepada 
pihak berwenang agar tidak menikahkan orang yang ingin berpoligami apabila 
persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, dan memohon agar kiranya pelaku 
poligami di bawah tangan untuk di tindak atau di berih sanksi yang tegas. 
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